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GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG 

TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN 

BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
	Menimbang

Mengingat
	:

:
	a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan  barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4422);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 4503;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46);


MEMUTUSKAN :

	MENETAPKAN
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Sulawesi Barat.
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola barang adalah Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Daerah selaku pejabat yang membantu pengelola barang untuk mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah pengguna barang yang berwenang menggunakan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
9. Kepala Unit kerja pada SKPD adalah kuasa pengguna barang yang berwenang menggunakan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
10. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, menyalurkan dan melaporkan hasil pengadaan barang pada SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
13. Barang Pakai Habis adalah Barang Milik Daerah yang masa penggunaannya kurang dari 12 ( dua belas ) bulan dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan.
14. Barang inventaris adalah Barang Milik Daerah yang masa penggunaannya lebih dari 12 ( dua belas ) bulan dan  memerlukan biaya pemeliharaan.
15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

16. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan barang daerah yang dituangkan dalam anggaran. 

17. Rencana Pemeliharaan barang adalah penegasan urutan tindaakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventarisasi, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia. 

20. Standar Harga adalah pembakuan harga barang menurut jenis spesifikasi serta kualitasnya.
21. Standar Biaya Umum adalah pembakuan biaya termasuk biaya pemeliharaan.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya tata cara  perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah adalah untuk memberikan pedoman bagi pengguna barang dalam perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah .
(2) Tujuan ditetapkannya tata cara perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah adalah agar dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan  barang milik daerah.
BAB III

PEJABAT PERENCANA KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN

 BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3
Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggungjawab:

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik daerah;

Pasal 4
Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya untuk tahun anggaran berikutnya pengelola barang melalui pembantu pengelola barang; 

Pasal 5
(1) Pengguna barang dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat melimpahkan kewenangan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna barang;

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, jumlah barang milik daerah, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul pengguna barang;

(4) Kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengguna barang.

Pasal 6
(1) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset bertugas mengkoordinir rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang inventaris pada Sekretariat Daerah.

(2) Kepala Biro Perlengkapan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kepala Bagian Perencanaan, Kebutuhan dan Evaluasi. 

(3) Kepala Sub bagian Program dan Pelaporan pada SKPD bertugas mengkoordinir rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang inventaris pada SKPD.

(4) Kepala Sub bagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh penyimpan barang atau pengurus barang

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN 
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan suatu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, jumlah personil, tugas dan fungsi, ketersediaan barang pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan merupakan suatu kegiatan dalam pemenuhan pemeliharaan barang inventaris agar semua barang inventaris dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;

(4) Besarnya rencana alokasi biaya kebutuhan barang milik daerah dan pemeliiharaan barang inventaris, memperhatikan standarisasi harga satuan barang, standar biaya umum dan kemampuan keuangan daerah.

(5) Rencana kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada ketentuan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 8
(1) Rencana Kebutuhan barang milik daerah harus mampu menghubungkan antara kebutuhan ideal dengan ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil dari pengadaan tahun anggaran sebelumnya dengan keadaan yang sedang berjalan, sebagai dasar tindakan pengadaan tahun anggaran yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

(2) Pertimbangan perencanaan kebutuhan barang milik daerah:

a. untuk memenuhi kebutuhan barang berhubungan dengan terjadinya perkembangan organisasi dan personil pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah/unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;

b. adanya barang yang rusak, dihapus, dipindahtangankan, hilang, terbakar, mati, atau sebab-sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian;

c. untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah setiap tahun anggaran bersangkutan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

d. adanya perkembangan teknologi.
Pasal 9
(1) Rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar barang milik daerah dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

(2) pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan atas barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris.

(3) Dalam hal terdapat barang milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, biaya pemeliharaan barang dimaksud dapat dianggarkan dalam APBD berdasarkan perjanjian pinjam pakai.

Pasal 10

Format rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.

BAB V
TAHAPAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN 

BARANG MILIK DAERAH
Pasal 11
(1) Kuasa pengguna barang 1) erah dan standarisasi harga .































































































menyusun rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan barang, untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat bulan Mei tahun anggaran berkenaan;

(2) Pengguna barang meneliti, mengevaluasi dan mengkompilasi rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan barang milik daerah dari kuasa pengguna barang untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.

(3) Pengelola barang melalui pembantu pengelola barang meneliiti dan menganalisa rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan barang milik daerah dari pengguna barang untuk selanjutnya disusun menjadi Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (DRKBMD) dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DRKPBMD).
(4) Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah pada suatu satuan kerja perangkat daerah sebagai akibat perubahan APBD, perubahannya dikoordinir oleh pengelola barang melalui pembantu pengelola barang untuk ditetapkan menjadi daftar kebutuhan barang milik daerah perubahan.

Pasal 12
Kepala Biro Perlengkapan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinir rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah duduk sebagai Tim Penyusunan APBD dan Perubahan ABPD. 
Pasal 13
(1) Setelah APBD ditetapkan, pengelola barang melalui pembantu pengelola barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD; 

(2) Dalam hal terjadi perubahan APBD, pengelola barang melalui pembantu pengelola barang mengkoordinir Daftar Perubahan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD; 

(3) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN HASIL PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu

Pelaporan Hasil Pengadaan
Pasal 14
(1) Hasil Pengadaan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan diterima oleh kepala SKPD dan diteruskan kepada penyimpan barang.

(2) Hasil pengadaan barang milik daerah berupa barang pakai habis dan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan diterima oleh penyimpan barang.
(3) Format penerimaan barang pakai habis sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
(4) Format penerimaan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

Pasal 15
(1) Kepala SKPD melaporkan hasil penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang setiap semesteran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
(2) Nilai hasil laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pencatatan pada bendahara pengeluaran.

(3) Pembantu Pengelola barang melakukan rekapitulasi laporan hasil penerimaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjadi bahan penyusunan Laporan Neraca Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pasal 16

(1) Pengurus barang menyiapkan Kartu Pemeliharaan  Barang Milik Daerah.

(2) Kartu Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 5.

(3) Pengurus barang menghimpun hasil pemeliharaan barang milik daerah ke dalam Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

(4) Daftar Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 6.

(5) Pengguna barang melaporkan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang setiap semester.

(6) Pembantu Pengelola barang melakukan rekapitulasi laporan daftar pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk menjadi bahan penyusunan Laporan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 17
Daftar Hasil Pemeliharaan Barang milik daerah pada Sekretariat Daerah, dilaporkan kepada Biro Perlengkapan dan Asset daerah setiap triwulan.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur  ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

                                                             Ditetapkan di Mamuju 





           

pada tanggal 14 Desember 2010





          GUBERNUR SULAWESI BARAT,




           
             H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal 14 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

                  H.M . ARSYAD HAFID
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